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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Merujuk dari pemaparan kajian serta hasil penelitian pada bab 

sebelumnya mengenai penggunaan alat bukti testimonium de auditu pada 

perkara permohona itsbat nikah Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP di Pengadilan 

Agama Padang Panjang, kesimpulan yang dapat diambil diantaranya: 

1. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam 

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP didasari pada terpenuhinya 

syarat formil saksi sesuai yang ada dalam Pasal 171-172 R.Bg serta Pasal 

175 R.Bg. Meskipun secara materiil kedua saksi tidak melihat langsung 

peristiwa akad nikah Pemohon karena keterbatasan usia saat peristiwa 

terjadi (satu saksi belum lahir dan satu saksi baru lahir), Hakim menilai 

keterangan mereka saling berkaitan dan relevan dengan fakta-fakta 

hukum lainnya. Hakim menitikberatkan pada fakta bahwa Pemohon dan 

istrinya telah hidup serumah sejak tahun 1979 tanpa ada gugatan atau 

tanggapan negatif dari masyarakat, yang menunjukkan adanya pengakuan 

sosial (syahadah al-istifadhah) atas status perkawinan mereka. Selain itu, 

Hakim menggunakan pendekatan hukum Islam melalui pandangan 

mazhab Hanabilah yang membolehkan kesaksian istifadhah dalam 

perkara nikah, serta mengedepankan asas kemanfaatan demi 

perlindungan hukum dan kepentingan administrasi anak-anak Pemohon. 

2. Ditinjau dari hukum acara perdata, penggunaan alat bukti testimonium de 

auditu pada penetapan ini menunjukkan adanya fleksibilitas penerapan 

hukum di lingkungan peradilan agama. Walaupun secara normatif, Pasal 

171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata menolak keterangan yang tidak 

dialami oleh saksi. Namun, melalui perkembangan Yurisprudensi, 

Mahkamah Agung memberikan ruang bagi hakim untuk menilai 

keterangan tersebut secara eksepsional. Melalui Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959, alat bukti de auditu tidak mutlak 
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dilarang melainkan bisa dikonstruksikan menjadi bukti persangkaan 

(vermoeden). Kemudian,  testimonium de auditu kembali mengalami 

penerimaan setelah terbitnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 

K/Sip/1973,  yang memberikan nilai pembuktian pada alat bukti yang 

hanya didapat dari keterangan para saksi de auditu. Dalam Penetapan 

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP ini, hakim memadukan ketentuan hukum 

positif dengan prinsip maslahah, yaitu kesaksian de auditu didukung fakta 

sosiologis dimana Pemohon dan istrinya hidup serumah dalam waktu 

yang lama tanpa adanya bantahan dan tuduhan dari masyarakat sekitar 

sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang cukup guna meyakinkan 

hakim atas kebenaran peristiwa hukum yang tidak tercatat di masa 

lampau. 

3. Perspektif hukum Islam tentang testimonium de auditu dapat dianalogikan 

dengan konsep syahadah al-istifadhah, yakni keterangan yang didasarkan 

pada berita yang telah menyebar luas dan diketahui oleh masyarakat. 

Konsep ini dapat dibentuk dan diterima untuk menjaga hak kemaslahatan 

dan menghindari kemudharatan dalam membuktikan berbagai aspek 

yang mencakup status personal dan urusan keperdataan mulai dari 

hukum kekeluargaan dan kedudukan hukum seseorang seperti nasab, 

pernikahan, wakaf, perwalian, status kemerdakaan seseorang, hingga 

legalitas jabatan hakim,  yang mana sulit dibuktikan secara langsung 

karena sifatnya yang sudah lama terjadi atau karena terjadi di ruang 

pribadi sehingga sulit untuk mencari saksi langsung. Dalam pelaksanaan 

penerimaan testimonium de auditu, telah mengadopsi dan menerapkan 

prinsip yang sama dengan syahadah al-istifadhah yang diatur dalam fikih 

Islam, Sehingga, hal dasar pertimbangan Penetapan Nomor 

6/Pdt.P/2023/PA.PP pun dapat dipandang beriringan dengan konsep dan 

tujuan hukum Islam, meskipun secara normatif tidak sepenuhnya 

memenuhi ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata. 
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5.2 Saran 

1. Bagi akademisi, penelitian ini harapannya bisa memberikan kontribusi 

literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai alat bukti testimonium de 

auditu yang digunakan pada proses pembuktian dalam sidang, baik duduk 

perkara itsbat nikah ataupun hal lainnya. 

2. Bagi masyarakat, hendaknya melakukan pernikahan sesuai ketentuan 

perkawinan pada hukum Islam serta ketentuan hukum Indonesia yang 

sudah diatur yakni menghindari perkawinan di bawah tangan dengan 

mendaftarkan perkawinan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah 

supaya unsur kerugian dapan terjauhi. Serta apabila hendak mengajukan 

pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama, harusnya menampilkan 

saksi yang benar-benar memperlihat, mendengarkan, maupun mengikuti 

langsung prosesi nikah.  

3. Bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengadakan sosialisasi secara rutin 

mengenai pentingnya pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam dan 

hukum negara dan dampak negatif dari penyimpangan prosedur yang 

dilakukan, terkhusus dalam pencatatan perkawinan. 
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